BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, sanksi bagi

pelaku Illegal Fishing menurut Undnag-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam,

maka penulis menyimpulkan bahwa:

1) Sanksi Illegal Fishing menurut Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan adalah dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 85 dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dikenakan Pasal
94A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

2. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai lllegal Fishing
yang merupakan kejahatan yang merugikan Negara dan
menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup dilaut
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tersebut serta merupakan perbuatan yang menyalahi aturan
syari’at Islam. Maka perbuatan tersebut dikenakan sanksi
jarimah takzir yang kadar hukumannya ditentukan oleh hakim
(Ulul Amri).

. Persamaan dan Perbedaan lllegal Fishing menurut Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan
Persperktif Hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama
merupakan tindak pidana kejahatan atau jarimah, karena
merusak kelestarian lingkungan laut dan kemaslahatan umat
manusia. Sedangkan perbedaannya sanksi bagi pelaku Illegal
Fishing telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan dalam
Pasal 85 di penjara 5 (lima) tahun dengan denda
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 94A dan sanksi
penjara 7 (tujuh) tahun dengan denda Rp3000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) dalam Hukum Islam yaitu sanksi takzir dimana
kadar berat dan ringannya sanksi sesuai kebijakan hakim (Ulul

Amri).
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B. Saran
Penulis memberikan saran-saran kepada pihak penegak
hukum dalam hal ini sebagai instansi yang berwenang adalah

Kementrian Kelautan dan Perikanan;

1. Memberikan perhatian yang serius atas tindak pidana
kejahatan Illegal fishing, agar kejahatan ini tidak
berkelanjutan maka sebaiknya saran dan prasarana dalam
untuk pihak yang berwenang dalam hal Penyidik atau
Pengawasan Perikanan melakukan pemantauan secara
langsung di laut khususnya di wilayah perairan Republik
Indonesia dan konsisten dalam penegakan hukum pelanggar
kapal Asing.

2. Untuk  pihak  pembuat Undang-undang  hendaknya
mempertimbangkan sanksi pidana yang berat kepada pelaku
tindak pidana kejahatan lllegal fishing, mengenai dampak
Illegal fishing yang merusak kelestarian lingkungan laut.
Dengan sanksi pidana yang berat dan denda yang lebih besar

lagi dapat membuat efek jera kepada pelaku tindak pidana
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kejahatan lllegal fishing karena menurut penulis sanksi yang

diberikan masih sangat ringan.
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